PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

lembaca

lenimbang

Mengingat

Jin. M.Zein No. 20 Kode Pos 25654
h

KEPUTU: (8]
Nomor : 900 /.70, / Kpts/Cmt-Trs/2021
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI PINANG
N KOTO XI TARUSAN TENTANG

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA (RAPB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021
CAMAT KOTO XI TARUSAN

Surat Wali Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor : 140/
37 .A\NN-SPN/2021 ta

nggal 10 Maret 2021 perihal Penyampaian Rancangan
Peraturan Nagari tentang APB Nagari Sungai Pinang Tahun Anggaran
2021;

bahwa untuk melaksanakan ketent

uan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati
Pesisir Selatan Nomor 69 Tahu

n 2016 tentang Pedoman Penggunaan,
Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten

Pesisir Selatan, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati
tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sungai Pinang

Kecamatan KotoXlTannanTemangRemAnmm Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan;

4  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

14 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20
rml.mm Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
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2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717),

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2021;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum
Pembagunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK 07/2020 Tentang
Pengelolaan Dana Desa,

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta
Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar
Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata

Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagar yang Bersumber
dari APBN Tahun A 2021,

Peraturan Bupati Selatan Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Tata

Cara Pembagian 'enetapar Alokasi Dana Nagari yang Bersumber
dari APBD Tahun Anggaran 2021;

PeraturanBupnﬁPmmmeﬁTmm1 Tentang Tata
cﬂw wmmmwm

2021;
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MEMUTUSKAN

Lvaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto X

larusan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ) Nagan
Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam keputusan
i

Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempumaan sebagai
tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagan Tentang Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2021
berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu paling
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

Dalam hal Wali Nagarn dan SAMUS Nagari tidak menindakianjuti hasi
Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagan tentang
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagan Tahun
Anggaran 2021 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud
akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

‘Nali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/ mutiak terhadap pelaksanaan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun
Anggaran 2021 APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan

mmhmwmmmm

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
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S IPIRAN KEPUTUBAN CAMAT KOTO X TARUSAM
NOMOR 900/ 70 MKphs/Cro-Tre/2021
FNGOA % Maret 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGAR SIUNGA PINANG
CELAMATAN KOTO K TARUSANTENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

A UMUM

o an anggatan datkam Rancangan Perstuan Nagan Sungal Pinang Yecamatan Koto
' Tm?;zmmmmmm'H”T”

1 Pendapatan Nagari Rp

11 Pendapatan Transfer i)

| a Dana Nagar (D)

© Bag nasi Paak dan Retribus Daerah 2y
o
Rp
Rp
Rp

Y

¢ Aiokasi Dana Nagari (ADD)
' d Bunga Bank
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Telah dilengkapi dengan mumm masing kegiatan.

- Sebelum SKini_ ditandatangani oleh Tim Evaluasi, Rencana :

Belanja NWWMMBM“ dientry ke dalam Aplik: iil”)': ta

2021.

. RAPB initelah dilengkapi dengan Surat Keputusan Bamus

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari , be | T
beserta daftar hadir yang satu sama lain tidak mm‘m

Nagari tentang RAPB Nagari ini.

bersangkutan dengan seluruh kegiatan yang ada dalam RAPBN ini
TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG

- Sebelum dijilid, RAPB ini harus melampirkan SK dari pihak-pihak terkait yang

NO. NAMA JABATAN DALAM T TANGAN
e i E—
1. | Denny Anggara, ﬁEc.Dev Penanggung jawab A :
2| Tris Junaidi, SE m l.m | 24
3 | Legi Andru,SSTP Ketua |a.
4. | Lilit Indra, A.Md
5. | Muliadi, SIP
6 | Mardanus
Je e —— e
7 | Arief Effendi, S.E N =
& Fitinawati, $.Pc
9 | Eliya Rosita, S.K
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